
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Perlindungan hak asasi manusia tersangka/terdakwa
Didi Sunardi, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=88714&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warga negara di Indonesia, khususnya dalam hal ini

tersangka/terdakwa seperti yang tertera di dalam Pasal 52 KUHAP tentang memberikan keterangan secara

sukarela dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) masih sangat jauh bahkan belum sama

sekali terwujud karena belum adanya pelaksanaan yang nyata dalam praktek proses penyidikan dalam

pembuatan BAP. Adapun penelitian ini mempunyai tujuan sehagai berikut: untuk mengetahui HAM seorang

tersangka/terdakwa, untuk mengetahui latar belakang siapa yang melindungi HAM tersangka/terdakwa,

untuk mengetahui alasan-alasan mengapa negara harus melindungi HAM tersangka/ terdakwa, serta untuk

mengetahui yang menjadi kendala HAM tersangka/terdakwa tidak berjalan dalam proses penegakan hukum

pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan

sehingga penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif.

 

Untuk menunjang penelitian ini, penulis juga melampirkan hasil wawancara dengan para narasumber, yaitu

kepada instansi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan tersangka/terdakwa yang menjadi korban

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat pemerintah dalam kasus

pembunuhan seorang aktivis buruh di Surabaya yang bernama Marsinah.

 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia berkewajiban melindungi HAM setiap

warga negaranya tanpa membedakan agama, warna kulit, ras, suku, ideologi, miskin atau kaya, militer atau

sipil. Proses penegakan hukum pidana di Indonesia mempunyai berbagai kendala, yang paling besar adalah

adanya pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa berupa penyiksaan dan penganiayaan di setiap

proses penyidikan di dalam proses pembuatan BAP yang akhirnya hasil dari putusan akhir dari

pengadilanpun cacat demi hukum dan telah mencoreng nama baik negara Indonesia itu sendiri, bahwa di

dalam kenyataannya di negara Indonesia tidak berjalan bahkan tidak adanya budaya hukum sama sekali,

padahal seringkali para aparat penegak hukum maupun pejabat pemerintah selalu menyebutkan bahwa kita

(Indonesia) adalah negara yang berlandaskan atas hukum bukan atas kekuasaan.
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